N

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA -
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN
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Nomor : 120 —-1- 2023

Tanggal 6 Januari 2023

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulanJanuari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
~ Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Alamat Kantor : JbL Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan 1 WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : INDRA DT. RAJOLELOQ.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perweakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Berdasarkan :

L.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimtna telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
Peraturan FPemermfah Nomor 49 Tahun 2Z2UI7 tentang Partsipasl
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan llaerah Sumatera Sarat Nomor 7 Tahun ZUU¥ tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
|Lemparan Laeran Provinsi Sumatera aral NOmMOTr b ‘lanun 2u4l,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);






